
SALINAN

BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT BELAS ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pengentasan
kemiskinan ekstrem, diperlukan suatu kebijakan
penganggaran yang mengedepankan prinsip-prinsip
pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien,
transparan dan akuntabel;

b. bahwa untuk meringankan beban kelompok miskin
ekstrem, perlu memberikan bantuan langsung tunai
untuk keluarga penerima manfaat kemiskinan ekstrem;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
pelaksanaan anggaran, maka Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran
2021 perlu diubah kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Keempat Belas Atas Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Pemerintahan, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 525 );

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2020 Nomor 7);

25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran
2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara  Tahun
2020 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Belas
Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara  Tahun 2021 Nomor 36);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
BELAS ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR
72 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara  Tahun 2020 Nomor
72) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :
a. Nomor 1 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara  Tahun 2021 Nomor 1);
b. Nomor 4 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara  Tahun 2021 Nomor 4);
c. Nomor 7  (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara  Tahun 2021 Nomor 7);
d. Nomor 8  (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara  Tahun 2021 Nomor 8);
e. Nomor 9  (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara  Tahun 2021 Nomor 9);
f. Nomor 14  (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara  Tahun 2021 Nomor

14);
g. Nomor 19  (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara  Tahun 2021 Nomor

19);
h. Nomor 25  (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara  Tahun 2021 Nomor

25;
i. Nomor 28  (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara  Tahun 2021 Nomor

28);
j. Nomor 29  (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara  Tahun 2021 Nomor

29);
k. Nomor 30  (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara  Tahun 2021 Nomor

30);
l. Nomor 35  (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara  Tahun 2021 Nomor

35);
m. Nomor 36  (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara  Tahun 2021 Nomor

36);
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 huruf a sebesar Rp1.440.255.569.749,00 (satu triliun empat ratus
empat puluh miliar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus enam
puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah), yang
terdiri atas:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja hibah; dan
d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sebesar Rp835.940.022.209,00 (delapan ratus tiga puluh lima miliar
sembilan ratus empat puluh juta dua puluh dua ribu dua ratus
sembilan rupiah).



(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b sebesar Rp521.772.517.240,00 (lima ratus dua puluh satu miliar
tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh belas ribu dua
ratus empat puluh rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar
Rp69.334.973.950,00 (enam puluh sembilan miliar tiga ratus tiga
puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus
lima puluh rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
sebesar Rp13.208.056.350,00 (tiga belas miliar dua ratus delapan
juta lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggaran Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2021 sebesar
Rp521.772.517.240,00 (lima ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus
tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh
rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
a. Belanja Barang Habis Pakai sebesar Rp60.045.471.719,00 (enam

puluh miliar empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu
tujuh ratus sembilan belas rupiah);

b. Belanja Barang Tidak Habis Pakai sebesar Rp230.459.000,00 (dua
ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

c. Belanja Jasa Kantor sebesar Rp137.671.329.689,00 (seratus tiga
puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua
puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);

d. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp37.683.829.647,00 (tiga
puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus
dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah);

e. Belanja Sewa Tanah sebesar Rp 692.000.000,00 (enam ratus sembilan
puluh dua juta rupiah);

f. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp457.578.100,00 (empat
ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu
seratus rupiah);

g. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.073.944.400,00
(satu miliar tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh empat
ribu empat ratus rupiah);

h. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta
lima ratus ribu rupiah);

i. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp2.641.705.000,00 (dua miliar
enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

j. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp6.014.852.000,00 (enam
miliar empat belas juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

k. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua
juta rupiah);

l. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta
Pendidikan dan Pelatihan Rp5.357.093.500,00 (lima miliar tiga ratus
lima puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

m. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak
Daerah Rp471.285.008,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta dua
ratus delapan puluh lima ribu delapan rupiah);

n. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan
Retribusi Daerah Rp249.193.087,00 (dua ratus empat puluh sembilan
juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah);



o. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp3.703.256.750,00 (tiga
miliar tujuh ratus tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh
ratus lima puluh rupiah);

p. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp1.766.519.200,00
(satu miliar tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan
belas ribu dua ratus rupiah);

q. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp35.000.000,00
(tiga puluh lima juta rupiah);

r. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp27.605.847.301,00 (dua
puluh tujuh miliar enam ratus lima juta delapan ratus empat puluh
tujuh ribu tiga ratus satu rupiah);

s. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat Rp3.250.945.067,00 (tiga miliar dua ratus lima
puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam puluh tujuh
rupiah);

t. Belanja Barang dan Jasa BOS Rp76.139.859.870,00 (tujuh puluh
enam miliar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima
puluh  sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);

u. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp156.605.847.902,00 (seratus lima
puluh enam miliar enam ratus lima juta delapan ratus empat puluh
tujuh ribu sembilan ratus dua rupiah).

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggaran Bantuan Sosial tahun anggaran 2021 sebesar
Rp13.208.056.350,00 (tiga belas miliar dua ratus delapan juta lima puluh
enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu

Rp6.767.500.350,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta
lima ratus ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu
Rp700.739.000,00 (tujuh ratus juta tujuh ratus tiga puluh sembilan
ribu rupiah);

c. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga
Rp5.342.077.000,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh dua juta
tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

d. Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga
Rp192.840.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus
empat puluh ribu rupiah);

e. Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok
Masyarakat Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

f. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncakan kepada Lembaga
Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang
Lainnya) Rp189.900.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta
sembilan ratus ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Anggaran Belanja Modal tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf b sebesar Rp314.043.364.507,00 (tiga ratus empat
belas miliar empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima
ratus tujuh rupiah).



5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
terdiri atas:
a. Belanja Modal Tanah;
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

(2) Belanja Modal Tanah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
Rp1.499.592.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh
sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b Rp54.088.130.292,00 (lima puluh empat miliar
delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu dua ratus
sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas:
a. Belanja Modal Alat Besar Rp50.070.000.00 (lima puluh juta

tujuh puluh ribu rupiah);
b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp850.120.000,00 (delapan ratus

lima puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah);
c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp22.000.000,00 (dua

puluh dua juta rupiah);
d. Belanja Modal Alat Pertanian Rp 130.000.000,00 (seratus tiga

puluh juta rupiah);
e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Rp5.524.740.700,00 (lima miliar lima ratus dua puluh empat
juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah);

f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
Rp1.161.719.220,00 (satu miliar seratus enam puluh satu juta
tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh rupiah);

g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan
Rp14.367.749.950,00 (empat belas miliar tiga ratus enam puluh
tujuh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus
lima puluh rupiah);

h. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp3.800.518.900,00 (tiga miliar
delapan ratus juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus
rupiah);

i. Belanja Modal Komputer Rp3.201.672.000,00 (tiga miliar dua
ratus satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
Rp214.585.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus
delapan puluh lima ribu rupiah);

k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp5.500.000,00 (lima juta
lima ratus ribu rupiah)

l. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi Rp112.100.000,00
(seratus dua belas juta seratus ribu rupiah);

m. Belanja Modal Rambu-Rambu Rp56.283.000,00 (lima puluh
enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp 13.847.806.798,00
(tiga belas miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan
ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);
dan



o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp10.741.264.724,00
(sepuluh miliar tujuh ratus empat puluh satu juta dua ratus
enampuluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c Rp53.703.079.160,00 (lima puluh tiga miliar tujuh
ratus tiga juta tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh
rupiah), terdiri atas:
a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja

Rp53.394.749.160,00 (lima puluh tiga miliar tiga ratus sembilan
puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus
enam puluh rupiah);

b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp19.680.000,00
(sembilan belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan

c. Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp288.650.000,00 (dua
ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu
rupiah).

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d Rp199.807.876.300,00 (seratus sembilan puluh
sembilan miliar delapan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh
enam ribu tiga ratus rupiah), terdiri atas:
a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp167.439.367.800,00

(seratus enam puluh  tujuh miliar empat ratus tiga puluh
sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus
rupiah);

b. Belanja Modal Bangunan Air Rp31.908.691.000,00 (tiga puluh
satu miliar sembilan ratus delapan juta enam ratus sembilan
puluh satu ribu rupiah);

c. Belanja Modal Bangunan Instalasi Rp409.817.500,00 (empat
ratus sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus
rupiah).

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e Rp4.939.686.755,00 (empat miliar sembilan ratus tiga
puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh
ratus lima puluh lima rupiah), terdiri atas:
a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp191.758.000,00 (seratus

sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu
rupiah);

b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp4.597.928.755,00
(empat miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan
ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh lima
rupiah);

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Rp115.000.000,00
(seratus lima belas juta rupiah);

e. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah).



6. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Anggaran Belanja Tidak Terduga tahun anggaran 2021 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf c sebesar Rp24.006.825.400,00 (dua
puluh empat miliar enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat
ratus rupiah).

7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Anggaran Belanja Transfer tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf d sebesar Rp381.868.191.100,00 (tiga ratus delapan
puluh satu miliar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus
sembilan puluh satu ribu seratus rupiah), yang terdiri dari:
a. Belanja Bagi Hasil Rp12.287.771.500,00 (dua belas miliar dua ratus

delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima
ratus rupiah); dan

b. Belanja Bantuan Keuangan Rp369.580.419.600,00 (tiga ratus enam
puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh juta empat ratus
sembilan belas ribu enam ratus rupiah).

8. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III diubah sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-12-2021

Plh. BUPATI BANJARNEGARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd,

SYAMSUDIN

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-12-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO
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Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SYAHBUDIN USMOYO, SH
Pembina

NIP. 19740223 199803 1 006


